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Industr| Tekstil Rusak

DPR Dukung Stop Penjualan Thrifting

KALANGAN Seniyan mendu-
kung langkah Pemerintah mela-
Ty punjua]an pakaian bekas im-
poralizs thrif ing ilegal. Langkah
ind akan mendorong pertumbuban
industrt tekstil delam neger dan
menciplakan lapangan kerja baro.

Anggota Komis VI DPR Ahmad
Labib mengatakan, serbuan barang
irmpor belas selanna ind berdapak
besar pada industri tekstl dalam
negeri. *Juga merugikan fiskal
negara, " ujar Labib dalam kederan-
garmya, Sebiu (2211112023).

Namnun, Labib meminta Peme-
rinfah memberikan solusi kepada
pedagang barang bekas karena
jualan mereka dilarang, Karena
usaha mereka harus tetap beja-
Jan sebagai sumber pendapatan
sehart-har, "Jadi mereka bisa
ditawarkan dengan produk dalam
negeri," saran Anggota Fraksi
Colkar fni

Senada, anggota Komist VI
DPR Imas Aan Ubudivah me-
nyambut posidf rencana Pemer-
intah mengganti penjualan pakai-

an bekas impor dmgdn produk 3
lokal. Langkah inf dinilai seb-
agal momentum stralegis unk 3
memperkual dava saing produk 4
nasional dan membuka peluang

chspor.

Barang thrifling adalah pro-
(huk flegal yang merugikan dan
mengancan keberlangstngan
industri dalam negeri,” ujar Imas
dalam kntmngd nya, Sably
(22/11/2025). "Langkah Pe-
merintah juga akan membantu
memperkual daya saing produk
lokal," sambungnya.

Imas menjelaskan, serbuan
produk thrifling yang menawar-
kan harga lebih murah telah
menyulitkan produk lokal untuk
hersaing di pasar domestik.
Peningkatan penjualan produk
lokal akan menimbulkan efek
pengganda yang besar bagt
perekonomian nasional.

Mulai darf bergairahnya in-
dhustri manufiktur, meningkal-
ya permintaan bahan baku,
hingga meluasnya lapangan pe-

e
Ahmad Labib

kerjaan. *Semua pihak diharap-
kan mendukung kebijakan ini,"
imbay angoota Fraks PKE ini

Selain i, Imas menckankan
punlingnya pengawasan Ketal
dari Kementerian Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMEM)
dan Kementerian Perdagangan
(Kemendag) selama masa tran-
sisi. Pastikan proses transisf ini
Dejalan tepat dan tidak diman-
[aatkan oknum tertentu, " [ika ada

p{ldnggam 1, harus diberd sanksi
fegas," egas legislator asal Jawa
Barat (Jabar) .

Pemerintah, (ambah dia, ha-
rus memmiastikan adanya manfaat
ckonomi bagi para pedagang dur
peralitan i Kebijzkan nt jangan
hanya sekadar memggant, (etapi
Juiga harus disertai pembinaan,
pengawasan, dan peningkatan
ualitas produk. "Sehingga, ke-

| sefahteraan pedagang naik, dan

prodduk lokal kita semakdn kuat,

K babkan punya peluang besar

menembus pasar ekspor,”ujarmya.
Sementara, Menteri Kenangan
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa
mencgaskan komitmennya me-
bersihkan pasar Indonesia dari bis-
s imporbijrbekas legal. “Sudsh
jolas it brang ilegal. Jadi nggak
afa hubungannya bayar pajakatau
nggik bayar pajak,” tegas Purbaya
(i Jakarta, Kamis (20011/2025)
Purbaya juga menolak argu-
men pembayaran pajak dapat
melegalkan barang yang secara
hukum dilarang, Pencgasan ini

disampaiken menanggept wacana
legalisasi thrifting yang diusung
para pedagang. "Kalau saya me-
nagih pajak dari ganja, apakah
barang itu jadi legal? Kan kire-
Kira gitu padanannya,” tegas dia
dengan analogt vang gamblang.

Mentert Usaha Mikeo, Kecil
dan Menengah (UMKM) Ma-
mian Abdurrahman menambah-
kan, pihaknya sudeh melakokan
konsolidasi terhadap 1.300 brand
lokal untuk mengganti pakaian
impor bekas ilegal di pasaran.
"Dalam wakt dekat kita segera
bicarakan dengan sclurh ped-
gang bajubekas untuk mendorung
substitusinya (penggantinya),
kata Maman di Jakarla, Jumat
(22/11/2025).

Kementerian UMKM, kata
Maman, juga berkolaborasi den-
gan Kementerian Perdagangan
(Kemendag) untuk mengakse-
lerasi subtitusi produk fmpor
pakaian bekas ilegal tersebut
agar segera digantkan dengan
brand UMKM lokal. wie
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